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Tentang  

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Membuat Peraturan Mahkamah Agung 
 

Pemohon    : Karminah 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang 
Mahkamah Agung (UU 14/1985) dan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 79  UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 
terhadap  Alinea ke-Empat Pembukaan UUD 1945, sila ke lima 
dari Pancasila, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945. 

Amar Putusan       : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 

Tanggal Putusan : Selasa, 20 Desember  2022 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sedang berperkara di 
Pengadilan Agama Semarang terkait dengan permohonan eksekusi. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan  Pemohon adalah 
pengujian Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 terhadap UUD 1945, 
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan 
bahwa norma Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 telah mereduksi 
(mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang wajib 
dilindungi dalam perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Semarang,  berupa 
pembayaran sejumlah uang yang  telah sampai pada tahap sita eksekusi, akan tetapi 
ditunda pelaksanaan lelangnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan 
Diskresi dalam bentuk Penetapan (Penundaan Eksekusi) dengan alasan adanya perkara 
Gugatan yang diajukan oleh termohon eksekusi yang nota bene Warga Negara Asing 
hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga meskipun Penetapan 
(Penundaan Eksekusi) tersebut telah berakhir, tidak sah dan/atau harus dibatalkan, 
faktanya Ketua Pengadilan Agama Semarang tetap tidak melanjutkan eksekusi dengan 
pelaksanaan lelang, dan tidak  mencabut dan/atau membatalkan penundaan sita eksekusi 
tersebut dengan alasan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, menurut 
Mahkamah,  Pemohon yang sedang menghadapi penundaan eksekusi oleh Pengadilan 
Agama Semarang  dengan mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh 
Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) anggapan kerugian hak konstitusional  Pemohon sebagai warga negara yang 
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berperkara di Pengadilan Agama Semarang, Pemohon juga telah dapat menerangkan 
anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;  

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat 
tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 

  Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan 
bahwa Pasal 79 UU 14/1985 multitafsir karena memberi wewenang yang tidak terbatas 
kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri dan Pasal 31 ayat (1) UU 
5/2004 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang termasuk 
peraturan Mahkamah Agung sendiri adalah tidak objektif, Mahkamah pada pokoknya 
mempertimbangkan sebagai berikut:  

a. Bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di 
Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana undang-undang dapat 
dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menyerap 
aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada 
Pasal 79 UU 14/1985 yang menentukan bahwa  Mahkamah Agung dapat mengatur 
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, maka di dalam 
menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil inisiatif 
untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal 
yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan agar tidak terjadi kekurangan atau 
kekosongan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 
menyatakan bahwa, "apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau 
kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”. Berdasarkan UU 
a quo Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara 
penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam UU 14/1985. Dengan kata 
lain, Pasal 79 UU 14/1985 merupakan dasar untuk mejalankan salah satu fungsi 
Mahkamah Agung yakni fungsi mengatur di mana Mahkamah Agung dapat mengatur 
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah 
Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, Mahkamah 
Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk 
membentuk suatu peraturan pelaksanaan, dengan salah satu cara menyerap aspirasi 
dari lembaga pengadilan yang ada di bawahnya terkait dengan hal-hal teknis peradilan 
yang perlu diatur dalam peraturan di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, 
peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tersebut mengikat para pihak yang hendak 
beracara di pengadilan. 

b. Bahwa kasus yang dihadapi oleh Pemohon di Pengadilan Agama Semarang yang 
berujung pada penundaan eksekusi yang menurut Pemohon penundaan eksekusi 
tersebut dikeluarkan dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 UU 14/1985, menurut Mahkamah permohonan 
Pemohon tersebut tidaklah tepat. Sebab, jika Pasal 79 UU 14/1985 dimaknai 
sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon maka justru hal tersebut akan mempersempit 
makna dari Pasal a quo dan akan terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan untuk 
hal-hal lainnya selain eksekusi. Dengan demikian, Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya tidak memiliki acuan atau petunjuk lagi dalam mengadili suatu 
perkara jika aturannya belum diatur dalam suatu peraturan pelaksana. Selain itu, Pasal 
79 UU 14/1985 merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Agung untuk membuat peraturan lebih lanjut yakni peraturan Mahkamah 
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Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut fungsi peradilan yang belum 
diatur dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi 
peradilannya tidak menemukan kebuntuan atau ketidakpastian hukum dalam 
mengambil suatu keputusan untuk para pencari keadilan. Apalagi Peraturan Mahkamah 
Agung tidaklah hanya mengatur masalah eksekusi saja seperti yang dialami oleh 
Pemohon, melainkan juga mengatur hal-hal teknis beracara lainnya. Dengan demikian, 
berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak 
beralasan menurut hukum.  

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, Mahkamah telah 
mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
129/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 2 
Februari 2010. Dengan demikian oleh karena esensi permohonan a quo sama dengan 
permohonan yang telah diputus tersebut, maka pertimbangan putusan Mahkamah 
tersebut menjadi mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum putusan perkara 
a quo. Adapun dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU 
5/2004 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang termasuk 
peraturan Mahkamah Agung sendiri adalah tidak objektif dan bertentangan dengan asas 
nemo judex in causa sua, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada 
Mahkamah agar pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah 
Konstitusi. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo merupakan asumsi Pemohon 
belaka yang dihubungkan dengan perkara konkret yang sedang dihadapi oleh Pemohon 
di Pengadilan Agama Semarang yang kebenarannya bukan menjadi kewenangan MK 
untuk menilainya. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kewenangannya masing-
masing. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan 
menurut hukum.  

 Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum  sebagaimana diuraikan di atas, 
menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 
tidak bersifat multitafsir dan telah menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana 
dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya  Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


